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Abstrak
 

Permasalahan mengenai kedudukan hukum wanita Indonesia dalam perkawinan campuran antar bangsa

maupun setelah perceraian, akhir-akhir ini menjadi permasalahan yang sedang berkembang dimasyarakat

karena wanita diperlakukan secara diskriminatif dalam kedudukannya sabagai istri dan ibu. Dalam hal ini

disebabkan oleh peraturan Undang-undang Kewarganegaraan yang isinya banyak merugikan kaum wanita

dan ketidakmengertian wanita mengenai akibat hukum yang akan dihadapinya saat akan melangsungkan

perkawinan dengan pria asing, salah satunya yaitu mengenai kewarganegaraan anak yang akan mengikuti

kewarganegaran suami sebagai warga negara asing. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam hal

ini adalah bagaimanakah kedudukan hukum seorang wanita yang melakukan perkawinan campuran antar

bangsa maupun setelah perceraian di Indonesia, studi kasus Putusan nomor 313/Pdt.G/1997/PAJS dan upaya

hukum apakah yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi wanita yang akan melakukan

perkawinan campuran antar bangsa di Indonesia.

 

Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan yang bersifat normatif yuridis. Walaupun Kedudukan

hukum wanita Indonesia yang melakukan perkawinan telah dilindungi oleh Undang-undang Nomor 1 tahun

1974 tentang Perkawinan, namun dalam perkawinan campuran antar bangsa saat ini masih berlaku Undang-

undang Kewarganegaraan Nomor 62 tahun 1958 yang isinya masih merugikan kaum wanita dalam

kedudukan sebagi isteri dan ibu, dapat dilihat dari kasus Nomor 313/Pdt.G/1997/PAJS. Upaya hukum yang

dapat dilakukan untuk melindungi wanita yang akan melangsungkan perkawinan campuran antar bangsa

salah satunya adalah dengan membuat perjanjian kawin. Selain itu, sudah saatnya pemerintah mengesahkan

Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan yang telah disiapkan agar tidak lagi terjadi diskriminatif

terhadap kaum wanita seperti yang terdapat dalam Undang-undang Kewarganegaraan yang masih berlaku

saat ini, karena pada dasarnya harkat, martabat dan derajat manusia balk pria dan wanita adalah seimbang

dan sama.
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